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PENETAPAN
Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Smd

S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus
perkara cerai gugat antara:

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kota Samarinda.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
xxX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak
Bekerja, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Wajo, Provinsi
Sulawesi Selatan;. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari

2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor

257/Pdt.G/2020/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang

isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 01 April 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
047/01/1v/2007 tanggal 02 April 2007;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab Wajo selama 1 Tahun
kemudian Terakhir pindah di rumah rumah sewaan di jalan Slamet Riyadi
Kota Samarinda selama 8 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 anak bernama:

a. xxx Lahir Sulawesi Selatan Tanggal 17 Juli 2007;
bxxx lahir Samarinda tanggal 27 April 2018;
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat terlarang
(Narkoba) jenis sabu, kebiasaan tersebut telah ada sejak penggugat pindah
ke samarinda pada tahun 2008 padahal sebelumnya Tergugat baik-baik
saja tidak memakai Narkoba semenjak pindah ke samarinda mulai banyak
perubahan, selain itu juga Tergugat bermain judi hal yang demikian
membuat Penggugat tidak ingin bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat,
namun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk berubabh;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019, yang akibatnya
Tergugat tidak izin meninggalkan tempat di rumah sewaan dan sejak saat
itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sabh;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cg. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxx) terhadap
Penggugat, (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDER
Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan ke empat tanggal 30 April 2020 Penggugat
dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri di persidangan dan Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena kedua pihak telah berdamai dan penggugat
menyatakan mencabut perkaranya, oleh tergugat tidak keberatan, maka
seharusnya mengabulkan pencabutan tersebut dan memerintahkan panitera
untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di register perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
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drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;
Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 257/Pdt.G/2020/PA.
Smd;

2.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat
pencabutan perkara a qua dalam register perkara ;

3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.031. 000,00

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 30 April 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs.
H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan H.
Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan
tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd
Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

ttd ttd
Drs. H. Ibrohim, M.H., )
H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
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ttd
Mabhriani, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Proses :Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 925.000,-
Redaksi ‘Rp. 10.000,-
Materai :Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp. 1.031.000,-

Ll

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;

Panitera
Pengadilan Agama Samarinda,

Drs. Anwaril Kubra.,M.H.
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